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GAME PUBG DAN DAMPAKNYA TERHADAP
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(Tinjauan tentang Fatwa MPU Aceh dan MUI Pusat)
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Dr. Muhibbuthabry, M.Ag

Anggota Peneliti:
Dr. Abdullah Sani, MA.

Abstrak

Game merupakan bagian yang tak terpisahkan dari situasi dan
kondisi kehidupan yang mengitari kehidupan makhluk manusia.
Game dalam bentuk online atau daring tidak hanya sebuah
permainan tetapi juga ia sebagai hiburan yang sangat banyak
diminati oleh para gamer. Salah satu game online yang banyak
diminati adalah game PUBG. Kepopuleran game PUBG ini telah
menjadi sorotan publik, baik dari kalangan medis, tokoh-tokoh
pendidikan bahkan dari kalangan pata ulama. Game tersebut di
samping memiliki sisi positifnya, namun juga dianggap dapat
menimbulkan dampak negatif bagi para pemain, salah satunya dapat
merubah perilaku dan mengganggu kesehatan bagi para pemainnya
(gamer). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui situs game PUBG
dan dampaknya terhadap perkembangan jiwa keagamaan
(spiritualitas) generasi millenial Indonesia. Stressingnya pada dampak
yang dikaitkan dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
dan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan data yang diperoleh
berdasarkan sumbernya, baik data primer maupun sekunder. Hasil
penelitian menunjukkan adanya dampak yang signifikan terhadap
perkembangan jiwa dan kualitas pemahaman keagamaan generasi
millenial saat ini. Hal yang menonjol adalah agresifitas dalam
pemikiran, daya emosional meninggi, prilaku dan rasa empati
menjadi menurun sebagai akibat kecanduan game.

Kata Kunci: Game PUBG,; Spiritualitas; Generasi Millenial; Fatwa
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Seluruh pihak yang telah memberikan informasi terkait
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menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu
yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal “Alamin.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permainan (Game) merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari situasi dan kondisi kehidupan yang mengitari makhluk
manusia. Game dalam bentuk online atau daring tidak hanya
sebuah permainan tetapi juga ia sebagai hiburan yang sangat
banyak diminati oleh para pemainnya (gamer). Game online
menurut Pratiwi, sebagaimana dikutip oleh Nurullita (2017)
bahwa game ini di samping sebagai hiburan juga ditantang untuk
menyelesaikan permainannya, sehingga individu yang bermain
tanpa memperhitungkan waktu demi mencapai kepuasannya. Hal
ini pada wujudnya tidak menjadikan pemain game tersebut
sebagai gamer semata, tetapi juga menjadikannya pecandu game
online.

Menurut Andrew Rollings dan Ernest Adamsb (Rolling &
Adams, 2006: 770), permainan daring lebih tepat disebut sebagai
sebuah teknologi, dibandingkan sebagai sebuah genre permainan;
sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama,
dibandingkan pola tertentu dalam sebuah permainan. Permainan
daring yang sangat digemari ini dipersonifikasikan dalam banyak
jenis, mulai permainan sederhana berbasis teks hingga permainan
yang menggunakan grafik kompleks dan membentuk dunia
virtual yang ditempati oleh banyak pemain sekaligus. Dalam
permainan daring, ada dua unsur utama, yaitu server dan client.
Server melakukan administrasi permainan dan menghubungkan
client, sedangkan client adalah pengguna permainan yang
memakai kemampuan server. Permainan daring bisa disebut
sebagai bagian dari aktivitas sosial karena pemain bisa saling

berinteraksi secara virtual dan seringkali menciptakan komunitas
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maya. Terkait dengan permainan daring, game PUBG merupakan
sebuah permainan dengan genre battle royale.

Permainan ini bisa dimainkan dengan 100 orang sekaligus
secara daring. 100 orang tersebut akan berusaha bertahan hidup
dengan saling membunuh di suatu pulau. Player Unknow’s Battle
Grounds (PUBG) adalah salah satu game online yang sangat
populer, bukan hanya dikalangan muda namun anak-anak pun
kerap memainkan game tersebut. Game dengan alur pertempuran
(Battle Royal) ini selain dapat dimainkan solo juga dapat bermain
dalam format duo (dua orang) atau squad (empat orang), baik
secara acak atau dengan mengundang teman dari Friend List. Hal
inilah yang membuat game PUBG menjadi menarik, dimana
pemain tidak hanya bermain sendiri namun dapat duel dengan
temannya yang lain.

Kepopuleran game PUBG ini telah menjadi sorotan publik,
baik dari kalangan medis, tokoh-tokoh pendidikan bahkan dari
kalangan pata wulama. Game tersebut dianggap dapat
menimbulkan dampak negatif bagi para pemainnya, salah satunya
dapat merubah perilaku dan mengganggu kesehatan bagi para
pemainnya. PUBG ini sendiri dipercayai bahwa konsepnya
terinspirasi dari novel Jepang berjudul Battle Royale yang dirilis
pada tahun 1999. Novel ini juga sempat dijadikan manga dan film
yang rilis di tahun 2000 dan meraih kesuksesan luar biasa. Novel
ini bercerita tentang 40 siswa yang dikirim ke sebuah pulau
selama tiga hari untuk saling bunuh dengan tujuan bertahan
hidup (Lihat Takami, K., Taguchi, M., & Giffen, K. (2003). Battle
royale. Tokyopop).

Pandangan sebagian orang bahwa bermain game
merupakan kegiatan yang menyenangkan. Sementara yang
lainnya memandanmg kegiatan bermain game sebagai kegiatan

yang hanya dilakukan untuk mengisi waktu atau bahkan
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membunuh waktu. Banyak motif yang mendasari orang bermain
game namun alasan yang seringkali muncul adalah untuk mencari
kesenangan (long pleasure). Dalam beberapa kasus, banyak
ditemukan bukti-bukti bahwa pemain game memiliki
kecenderungan untuk menjadi kecanduan (addicted) dengan
permainan yang dimainkannya. Fase kecanduan bermain game
adalah keadaan dimana seorang pemain akan sangat sulit untuk
lepas dari permainannya tersebut. Kecanduan game sendiri dapat
didefinisikan sebagai kehilangan kontrol dalam bermain game
yang dapat menimbulkan kerugian yang signifikan (Van Rooij,
2011:16). Pada tahap ini, banyak diantara pemain game yang
menjadi lalai dengan kehidupan nyata nya karena sudah terlalu
dalam terlibat di permainan tersebut dan memang beberapa game
sengaja dikonstruksikan untuk mengikat seseorang ke dalam sesi
permainan yang panjang. Pandangan ini kemudian makin
diperkuat dengan munculnya game berbasis komputer online
yang bersifat massif dan interaktif (Lihat kompasiana).

Selain itu menjamurnya pusat-pusat permainan game online
(game centre) juga dianggap sebagai salah satu faktor yang
mendorong pemain untuk kecanduan, apalagi biasanya pusat-
pusat game online tersebut menawarkan biaya sewa yang relatif
terjangkau. Pandangan umum yang ada di masyarakat tentang
game serta pemain game online selalu bersifat pesimis dan negatif.
Masyarakat (terutama orang tua) selalu menempatkan game
beserta pemainnya dalam stigma-stigma yang tidak baik, karena
menurut mereka game dapat memberikan pengaruh buruk bagi
pemainnya (Lihat kompasiana).

Sejalan dengan kemunculan game PUBG ini yang begitu
mencuat di dunia maya dan menjadi menghangat di dunia nyata
saat ini, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengambil

inisiasi dan merespon secara cepat, terutama menyangkut dengan
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dampak yang ditimbulkan oleh permainan game di kalangan
remaja millenial saat ini. Sebelumnya MPU Aceh melalui rapat-
rapat panitia musyawarah (Panmus) melakukan kajian secara
mendalam dengan melibatkan pihak ahli, baik ahli IT atau
psikologi (Psikolog) yang merekomendasikan tentang dampak
negatif yang demikian menonjol dan mengakibatkan rusaknya
tatanan kehidupan para generasi.

MPU Aceh selanjutnya mengadakan sidang ke III, tepatnya
tanggal 17-19 Juni 2019. Hasil sidang memutuskan bahwa di
samping dampak positif juga dampak negatif lebih menonjol dan
besar dari game PUBG tersebut. Dampak negatif dapat dilihat
pada aspek ekonomis, politis, pikologis dan bahkan menurunnya
tingkat sipiritualitas para gamer yang umumnya adalah para
generasi millenial yang cendrung terkontaminasi dengan situasi
kemajuan tehnologi zamannya. Banyak waktu yang terhabiskan
dan sia-sia akibat game dan di duga menurunnya tingkat
spiritualitas di kalangan generasi juga diakibatkan oleh situs game
yang diproyeksikan oleh para pelaku bisnis game. Kecenderungan
menurunnya tingkat sipiritualitas di kalangan generasi
memumculkan kekhawatiran dan kegelisahan di kalangan orang
tua. Atas dasar realitas yang mengacu pada civil effectnya, MPU
Aceh memutuskan bahwa permainan game PUBG, hukumnya
adalah haram (Lihat Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
Nomor: 3 Tahun 2019).

Kekhawatiran dan kegelisahan tersebut tentu bertabrakan
dengan sisi “magashid Syari’ah” sebagai tujuan hidup manusia
secara utuh. Dalam kaitan ini, kaedah Fighiyyah yang

mengemuka sebagai berikut:
(Faal s o atie 2ulidll ¢ o)

Artinya: Menolak kemudharatan itu lebih diutamakan dari
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menarik kemanfatannya.

Dalam kaedah lain disebutkan:

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan

kondisinya.

Hal ini sejalan dengan prinsip al-Quran yang menegaskan:
16 :obaall] ¢kl ) | 5E58)
Artinya: Bertaqwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan

kamu.

Ayat ini secara tegas meminta kepada pihak yang memiliki
atensi dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup generasi
untuk memperhatikan apa yang menjadi keresahan di dalam
masyarakat, terutama ketika permainan game sudah menjadi

konsumsi rutin para generasi saat ini.

Atas dasar realitas yang mengacu pada civil effectnya,
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memutuskan
bahwa permainan game PUBG, hukumnya adalah haram (Lihat
Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun
2019 tentang Hukum Game PUBG (Player Unknow’s Battle Grounds)

dan Sejenisnya Menurut Figh Islam.

Berbeda dengan MPU Aceh, MUI Pusat masih mengkaji
secara mendalam tentang game PUBG ini. Wacana sementara
bahwa permainan game ini masih ditolerir sepanjang tidak
merusak  dan  mendatangkan  mafsadah  bagi  gamer.
Konsekuensinya adalah terjadi kesimpang siuran pandangan dan
pro-kontra di kalangan masyarakat pada umumnya. Banyak di
kalangan mereka yang mendukung fatwa MPU ini dan juga tidak
sedikit bagi yang kontra terhadap fatwa MPU Aceh tersebut
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terutama bagi pelaku usaha bisnis game ini.

Berdasarkan pada fenomena di atas, penelitian ini akan
melihat secara utuh dampak yang ditimbulkan oleh “Game PUBG
terhadap perkembangan sipiritualitas generasi millenial dikaitkan
dengan Fatwa MPU Aceh dan Wacana MUI Pusat”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Game PUBG merupakan permainan yang demikian
menarik di dunia maya saat ini. Berbagai tawaran dalam konten
muncul yang membuat para gamer demikian termotivasi terhadap
permainan. Di satu sisi, game ini membawa dampak yang positif
terutama bagi perkembangan asah, asih dan asuh otak gamer.
Namun, di sisi lain game tersebut banyak menyisakan dampak
negatif bagi para generasi yang kecanduan game. Permasalahan
ini, selanjutnya dituangkan ke dalam pertanyaan penelitian

sebagai berikut:

1. Bagaimana situs game PUBG yang menjadi kegemaran para

gamer di dunia maya saat ini?

2. Bagaimana dampak game PUBG terhadap perkembangan
sipiritualitas generasi millenial, khususnya dikaitkan dengan
Fatwa MPU Aceh dan Wacana MUI Pusat?

3. Apa langkah-langkah solutif yang dapat diberikan dalam

konteks keutuhan masa depan generasi saat ini?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini

bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui situs game PUBG yang menjadi kegemaran
para gamer dunia maya saat ini.
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2. Untuk mengetahui dampak game PUBG terhadap
perkembangan sipiritualitas generasi millenial, khususnya
dikaitkan dengan Fatwa MPU Aceh dan Wacana MUI Pusat.

3. Untuk mengetahui langkah-langkah solutif yang dapat
diberikan dalam konteks keutuhan masa depan generasi saat
ini.

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dijabarkan ke

dalam aspek-aspek:
1. Teoritis

Secara  teoritis, penelitian ini  berguna bagi
pengembangan academik atmosfir bagi pihak-pihak akademisi,
ilmuan sesuai bidangnya. Di samping itu juga akan menambah
dan memperkokoh khazanah Islam, khususnya yang terkait
dengan hukum dan sosiologi hukum secara
berkesinambungan. Bagi Perguruan Tinggi, tentu akan menjadi
khazanah baru dalam upaya mengembangkan pola pikir
akademisi untuk melihat secara jernih hal-hal yang berdampak

pada perkembangan pemikiran, psikologi dan lainnya.
2. Praktis

Secara praktis, penelitian diharapkan menjadi bahan
pertimbangan dalam berbagai kebijakan, baik pemerintah
maupun pihak lain yang Dbertanggung jawab dalam
membangun integritas generasi saat ini. Khusus bagi
Pemerintah akan menjadi masukan untuk mengconter isu-isu

yang negatif sebagai akibat perkembangan IT.
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BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Review Literatur

Pembahasan tentang game online telah banyak dilakukan
oleh para akademisi dan pemerhati masalah-masalah sosial
lainnya. Mereka melakukan kajian-kajian secara detail, mengingat
banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari permainan tersebut,
baik aspek positif maupun aspek negatif. Berikut merupakan
beberapa review litterature yang berkaitan dengan penelitian yang

penulis lakukan:

Pertama, kajian tentang “Pengaruh Game Online Player
Unknow’s Battle Grounds (PUBG)” (Ach. Fauzi, 2019). Dalam
kajiannya penulis memaparkan bahwa salah satu permainan
berbasis online yang sedang populer sekarang ini adalah PUBG.
Permainan berbasis online ini baik digunakan sebagai alternatif
rekreasi pelajar namun harus disertai kontrol diri karena jika
pemain sudah mulai kecanduan akan berakibat prestasi akademik
menurun. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana
pengaruh game online PUBG pada prestasi akademik Siswa. Dari
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa salah satu permainan
berbasis online ini sangat digemari karena mendapatkan
kesenangan, mengurangi stress, bertemu dan berkenalan dengan
banyak teman, gratis, meningkatkan kerjasama, meningkatkan
kemampuan berbahasa inggris, terhindar dari pergaulan bebas
dan narkoba, dan permainan yang dapat dimainkan dimana dan
kapan saja, namun setiap permainan jika tidak diimbangi dengan
kontrol diri maka akan membuat pemainnya kecanduan dan
membuat prestasi belajar siswa menurun Berdasarkan kajian
tersebut dapat dilihat bahwa ternyata game PUBG ini tidak hanya

berdampak negative bagi para pemainnya melainkan juga
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berdampak positif namun harus diimbangi dengan pengawasan
atau kontrol diri. Maka hal tersebut sejalan dengan putusan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat untuk tidak serta merta
mengeluarkan fatwa haram terhadap game PUBG tersebut dan
masih mengkaji ulang terkait permaian berbasis online yang saat

ini sedang banyak digemari oleh berbagai kalangan.

Kedua, kajian tentang “Pengaruh Game Online terhadap
Perilaku Remaja” (Riki Yanto, 2011). Dalam kajian tersebut,
penulis memaparkan bahwa game online merupakan suatu wadah
bermain yang sangat digemari oleh remaja. Dengan meningkatnya
para gamers terutama para remaja yang rela mengahabiskan
waktunya dan bolos sekolah atau kuliah hanya untuk dapat
memainkan game online tersebut sehingga menyebabkan aktivitas
sekolah atau perkulihanya menjadi terganggu. Kajian ini
bertujuanuntuk menjelaskan dan mendeskripsikan faktor- faktor
penyebab remaja yang bermain game online, serta
mengindentifikasi bentuk pengawasan yang dilakukan orang tua
dan mendeskripsikan pengaruh game online terhadap perilaku
para remaja. Dari hasil penelitian yang ditemukan, pengaruh game
online terhadap remaja disebabkan oleh beberapa faktor yaitu
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor
yanng timbul dalam diri sesorang seperti rasa ingin tahu dan
prestise. Sedangkan faktor ekternalnya vyaitu faktor yang
mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu seperti
pengaruh dari teman sebaya (lingkungan teman bermain) dan
keluarga. Berdasarkan kajian tersebut dapat dilihat bahwa game
online telah menarik perhatian para remaja yang seharusnya diusia
remajanya itu dihabiskan untuk belajar dan melakukan aktivitas-
aktivitas yang bermanfaat lainnya. Salah satu permainan online
yang sangat digemari oleh para remaja merupakan game Player

Unknow’s Battle Grounds (PUBG), maka sangat cocok jika game

9) Laporan PPIPKM Puslitpen LP2M UIN Ar-Raniry Tahun 2020



online atau game Player Unknow’s Battle Grounds (PUBG) ini
mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak, seperti
keputusan fatwa pengharaman game Player Unknow’s Battle
Grounds (PUBG) yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan
Ulama (MPU) Aceh beberapa waktu lalu.

Ketiga, penelitian tentang “Wacana Fatwa Pelarangan
Game PUBG Oleh MUI Pusat Melalui Dua Portal Berita yaitu
Trimbunnews Dan VOA Islam” (Aldi Sutrisno, 2020). Penelitian
tersebut dianggap penting karena game PUBG ini sedang sangat
diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Namun karena
kepopulerannya ini game tersebut justru menjadi sorotan karena
dianggap berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi para
pemain salah satunya tindakan terorisme. Berdasarkan
pengamatan dari kedua portal berita tersebut maka wacana fatwa
pelarangan game PUBG melalui portal berita Trimbunnews lebih
bersifat kontekstual yang mengarahkan pembaca untuk
menanggapi permasalahan secara utuh dengan berbagai sudut
pandang yang berbeda-beda. Sedangkan melalui portal berita
VOC Islam lebih bersifat tekstual, dimana para pembacanya
dibuat untuk mendukung wacana fatwa pelarangan game PUBG
oleh MUI Pusat. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan
penelitian yang penulis lakukan terdapat pada fokus kajiannya.
Penelitian ini hanya fokus pada wacana dari MUI Pusat melalui
dua program portal berita sedangkan penelitian yang penulis
lakukan lebih kepada analisis fatwa dari dua lembaga keagamaan
yaitu MPU Provinsi Aceh dan MUI Pusat.

Keempat, penelitian tentang “Perilaku Adiktif terhadap
Game Player Unknomwn'’s Battle Grounds (PUBG)” (Bunaiya, 2019).
Penelitian ini berusaha mengkaji mengapa remaja di Kota
Lhokseumawe mengalami kecanduan terhadap game PUBG dan

implikasi sosial yang ditimbulkan oleh kehadiran permainan
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tersebut. Fokus penelitian adalah kalangan remaja berusia 18-21
tahun yang ada di Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kecanduan terhadap game ini disebabkan
oleh kondisi lingkungan (teman dan fasilitas yang tersedia), hobi
yang berlebihan, juga karena konten yang disuguhkan dalam
permainan ini dapat memacu adrenalin para pemain. Dalam
bahasa yang lain bisa disebutkan bahwa fitur yang tersedia sangat
maskulin. Implikasi sosial yang paling nyata akibat kehadiran
permainan ini adalah perubahan gaya hidup yang terjadi di
lingkungan remaja Kota Lhokseumawe, salah satunya dalam hal
gaya interaksi dan komunikasi. Akumulasi perilaku dan kebiasaan
game PUBG yang menjadi gaya hidup baru berujung pada
mengentalnya sikap konsumerisme. Dalam penelitiannya tersebut,
penulis memaparkan efek-efek yang ditimbulkan dari permainan
online berjenis PUBG ini. Sampai kepada tingkat kecanduan yang
berlebihan sehingga mengakibatkan kelalaian dan keinginan
untuk terus dapat bermain game tersebut. Yang membedakan
penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah
dalam penelitian ini dipaparkan efek-efek dari permainan online
secara spesifik, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah
menganalisis fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Provinsi Aceh
dan wacana dari MUI Pusat untuk mengeluarkan fatwa haram
terhadap game PUBG. Tentunya dengan melihat aspek-aspek

negatif yang ditimbulkan dari permainan tersebut.

Kelima, penelitian tentang “Dampak Psikologis Yang
Ditimbulkan dari Permainan Online Studi Kasus Pada Mahasiswa”
yang Masih Aktif Secara Akademik, pada tahun akademik
2009/2010 dan sedang mengalami kecanduan permainan online
(Cynthia Octaviana, 2010). Hasil analisis data menunjukkan
bahwa dampak-dampak psikologis negatif yang muncul pada

mahasiswa yang mengalami kecanduan permainan online adalah
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mengalami perbedaan perasaan menyenangkan, seperti gembira,
puas, lega, bangga pada saat bermain permainan online dan
perasaan tidak menyenangkan, seperti bingung, hampa serta
merasa sepi pada saat tidak bermain permainan online;
memprioritaskan waktu untuk lebih berfokus pada game online;
menggunakan permainan online sebagai cara untuk melarikan diri
dari masalah seperti kesepian akibat putus cinta, penghilang stres
dan ketegangan-ketegangan lainnya; serta mengalami perasaan
bersalah akibat terlalu sering bermain permainan online, sebagai
bagian dari pertanggungjawaban atas kewajiban utama yaitu
belajar yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian
tersebut maka secara psikologis game online mempengaruhi
kehidupan para gamernya. Sehingga hal-hal negatifpun timbul
akibat dari permainan tersebut. Sejalan dengan dampak psikologis
yang dtimbulkan tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan oleh
MPU Provinsi Aceh tentang pengharaman game PUBG sudah
sangat tepat.

Keenam, penelitian tentang “Pengaruh Game Online PUBG
terhadap Indeks Prestasi Mahasiswa PTI FKIP UNISRI” (Arif.,
Yudhistiro, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan
secara umum kepada masyarakat mengenai potensi bahaya yang
terkandung dalam bermain game online. Bermain game sangatlah
menyenangkan akan tetapi dengan level adiksi yang sama dengan
narkoba. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh
hasil bahwa jumlah mahasiswa yang indeks nilainya terpengaruh
karena bermain game online ini sebesar 82%. Sedangkan,
mahasiswa yang indeks nilainya tidak terpengaruh karena
bermain game online ini sebesar 17%. Dari hasil penelitian tersebut
dapat dilihat bahwa game PUBG lebih dominan mempengaruhi
pemainnya sehingga berefek pada nilai perkuliahan yang

diperoleh oleh konsumen game tersebut. Maka untuk
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menghindari hal-hal serupa, keputusan pengharaman atau
pelarangan permainan yang dikeluarkan oleh MPU Provinsi Aceh

dianggap sudah sangat tepat.

Ketujuh, penelitian tentang “Perilaku Anak Pecandu Game
PUBG Berkonten Kekerasan Pada Sekolah SD Inpres Laikang
Sudiang Makassar” (Muh. Subair. dkk, 2019: 291-292). Dalam
penelitiannya dijelaskan bahwa game Player Unknown's Battle
Ground (PUBG) merupakan sebuah game bermuatan kekerasan
yang disukai semua kalangan usia. Game ini sempat menjadi
wacana akan difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUI). Karena dianggap akan mempengaruhi perilaku orang yang
memainkannya. Terdapat pula bentuk-bentuk kekerassan dalam
permainan game tersebut seperti: pengeroyokan, penyiksaan,
perang, pengrusakan barang-barang dan bunuh diri. Semuanya
dilakukan untuk memenangkan peperangan yang akan
memberi aspek kepuasan, dan sebaliknya memberi dampak
kekecewaan jika terkalahkan. Berdasarkan penelitiannya tersebut
menunjukkan bahwa anak-anak pecandu game memiliki perilaku
keseharian yang berbeda-beda, bagi anak yang baru mengenal
atau memainkan game PUBG tidak lebih dari 4 kali sehari,
menunjukkan perilaku keseharian yang cukup terkendali di
rumah maupun di sekolah. Mereka mampu mengerjakan
pekerjaan rumah secara mandiri, melaksanakan kewajiban
mengaji dengan tuntas atau teratur dan mengatur sendiri buku-
buku pelajaran yang akan dibawa ke sekolah. Sedangkan anak
yang kecanduan PUBG, dengan bermain lebih dari 5 kali sehari,
durasi 30 menit dalam sekali bermain. Menunjukkan perilaku
yang agak sulit dikontrol dan sering menunjukkan kemarahan

atau mengamuk apabila ada keinginannya yang tidak dipenuhi.

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh

akademisi dan penggiat sosial lainnya. Sangat banyak yang
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memaparkan efek negatif dari permainan PUBG tersebut.
Permainan berbasis online ini dijuluki sebagai permainan yang
mengandung kekerasan sehingga tidak baik jika dikonsumsi oleh
generasi milenial karena dikhawatirkan nantinya justru akan

meniru aksi-aksi yang terdapat dalam permainan PUBG tersebut.

B. Batasan Konseptual

Game Online ini senantiasa menghantarkan para gamer
terhibur manakala tujuan akhirnya tercapai dari siklus game
(menang). Dengan demikian, gamer merasa sebagai sesuatu yang
menyenangkan dirinya yang secara psikologis meningkatkan daya

pikirnya, terutama ketika hasrat dari game tercapai.

Penelitian ini secara khusus mengkaji tentang bagaimana
situs game PUBG yang menjadi kegemaran para gamer di dunia
maya saat ini. Kemudian bagaimana dampak game PUBG
terhadap perkembangan sipiritualitas generasi millenial,
khususnya dikaitkan dengan Fatwa MPU Aceh dan Wacana MUI
Pusat, serta apa langkah-langkah solutif yang dapat diberikan

dalam konteks keutuhan masa depan generasi saat ini.

C. Kerangka Teori
1. Permainan (game)

Terhadap konten game yang begitu mencuat saat ini
sebagai akibat dari perkembangan tekhnologi yang cukup pesat
dan sangat menjanjikan. Berbagai kemudahan yang dapat
diakses bukan hanya menjinakkan para gamer dalam bermain,
tetapi juga memberi kepuasan bagi mereka dalam bertindak
terhadap sesama. Jika ditelusuri aspek historisnya pada
beberapa dekade yang lalu, misalnya pada tahun sembilan

belas enam puluhan atau tujuh puluhan, maka saat itu hanya
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bisa didapatkan bentuk-bentuk game yang sangat manual dan
hanya dapat diakses melalui komputer, ini pun hanya terbatas
pada kelompok-kelompok the have class saat itu. Simulasi-
simulasi juga terbatas pada hal-hal yang mengarah kepada
menarik antusias gamer atau penonton sekedar motivasi

terbatas yang tidak dikomersialkan secara bebas.

Teori tentang game pertama kali ditemukan oleh
sekelompok ahli Matematika pada tahun 1944 yaitu John Von
Neumann dan Oscar Morgesnern. Mereka menyatakan bahwa
game terdiri atas sekumpulan peraturan yang membangun
situasi bersaing dari dua sampai beberapa orang atau
kelompok dengan memilih strategi yang dibangun untuk
memaksimalkan =~ kemenangan  sendiri  atau  untuk
meminimalkan kemenangan lawan. Peraturan-peraturan
menentukan kemungkinan tindakan untuk setiap pemain,
sejumlah keterangan diterima pemain sebagai kemajuan
bermain dan sejumlah kemenangan dan kekalahan dalam

berbagai situasi (Fina Himuniati, 2011:11).

Menurut tokoh psikologi Sigmun Freud, game berfungsi
untuk mengekspresikan dorongan impusif sebagai salah satu
cara untuk mengurangi kemasan yang berlebihan. Sedangkan
menurut Pieget, game dapat dijadikan salah satu alternatif
untuk mengaktifkan otak anak. Mengintegrasikan fungsi
belahan otak kanan dan kiri secara seimbang dan membentuk
struktur syaraf serta mengembangkan pilar-pilar syaraf
pemahaman yang akan berguna untuk masa mendatang
(Haditono, dkk., 2006: 17-18).

Armando dalam Verdia (2012: 21) sebagaimana dikutip
oleh Nurullita (2017) mengatakan bahwa game online sebagai
salah satu bentuk dari komunitas permainan digital yang

digemari dan berkembang cukup pesat saat ini. la dianggap
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sebagai dorongan yang secara psikologis mengangkat tingkat
kompetensi interaksi sosial di kalangan gamer. Harsan (2011: 3)
mengatakan bahwa jenis game multiplayer online adalah game
online yang melibatkan banyak pemain sekaligus untuk saling
berinteraksi satu sama lain dalam waktu yang bersamaan.
Anggraini (1995: 31), mengemukakan bahwa ada 16 definisi
tentang bermain salah satunya adalah suatu kegiatan berulang-
ulang demi kesenangan. Jadi kegiatan apapun bila dilakukan

dengan senang bisa dikatakan bermain.

Bermain merupakan kegiatan yang di lakukan untuk
mendapatkan kesenangan tanpa memperhitungkan hasil
akhirnya. Widjanarko (2017) menjelaskan bahwa bermain
dilaksanakan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Bermain
selain berfungsi penting bagi perkembangan pribadi, juga
memiliki fungsi sosial dan emosional. Melalui bermain, anak
merasakan berbagai pengalaman emosi, senang, sedih,

bergairah, kecewa, bangga, marah dan sebagainya.

Soegeng Santoso (2002: 18) yang dimaksud dengan
aktivitas bermain adalah suatu kegiatan atau tingkah laku yang
dilakukan anak secara sendirian atau berkelompok dengan
menggunakan alat atau tidak untuk mencapai tujuan tertentu.
Sedangkan menurut Hurlock (1994: 20) dalam Utama (2012)
mengartikan aktivitas bermain adalah setiap kegiatan yang
dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya tanpa
pertimbangan hasil akhir. Bermain dilakukan secara sukarela

dan tidak ada paksaan.
2. Generasi Milenial

Generasi  milenial ~merupakan  sebutan  yang
dipopulerkan oleh Howe dan Strauss, Lancaster dan Stillman
(2002), serta Martin dan Tulgan (2002) untuk kelompok

16) Laporan PPIPKM Puslitpen LP2M UIN Ar-Raniry Tahun 2020



demografi yang terlahir setelah generasi X (William Strauss &
Neil Howe, 2000). Sebutan lain untuk generasi milenial adalah
me/echo boomers, gadget (peralatan), atau internet. Penetapan
tahun kelahiran generasi milenial bervariasi. Elwood Carlson
dalam The Lucky Few: Between the Greatest Generation and the
Baby Boom menetapkan kelahiran generasi milenial pada
rentang tahun 1983 - 2001. Sementara Generation Theory oleh
Karl Mannheim lebih memilih rasio tahun 1980-2000 sebagai
batasan usia generasi milenial. Artinya, pada masa ini (2020)
usia generasi milenial tersebut berkisar antara 20-40 tahun
(Badan Pusat Statistik, 2018).

Data dari Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa
penduduk Indonesia dari demografi milenial akan menjadi
pertanda masa bonus demografi dengan jumlah yang
signifikan vyaitu 33.75% atau sekitar 63 juta, jumlahnya
berimbang antara laki-laki dan perempuan. Sementara IDN
Research Institute, mengelompokkan generasi milenial di
Indonesia menjadi dua kelompok yaitu Junior Millennial
dengan kelahiran berikisar antara 1991 sampai 1998 dan Senior
Millennial dengan kelahiran berkisar antara 1983 sampai 1990.
Dalam temuannya itu disebutkan bahwa penduduk Indonesia
berusia 20-35 pada tahun 2019 mencapai 24% atau sekitar 63,4
juta dari penduduk kategori usia produktif (14-64 tahun) yang
berjumlah 179,1 juta jiwa (67,6 %) (Amelya Kimberlian. R,
2020: 67).

Generasi Millenial Indonesia dicirikan sebagai generasi
yang selalu ingin serba cepat, mudah berpindah pekerjaan
dalam waktu/singkat dan dinamis, melek teknologi dan dekat
dengan media social. Selain penggunaan teknologi, gemar
berinovasi yang bermanfaat, mereka termasuk generasi yang

unggul dalam pendidikan, Informatif, kreatif dan produktif
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karena pola pikir open minded (Sebastian, Yoris, 2016: 12).
Mereka (generasi milenial) juga disebut dengan the Me Me Me
generation karena mementingkan dirinya sendiri dan the Next
Generation karena akan menjadi penentu di abad milenium di
masa depan (Jeane M. Tulung, dkk, 2019: 6).

Generasi milenial ini lahir pada era ini terkena dampak
digitalisasi, dimanjakan oleh gelombang teknologi informasi
dan sistem informasi yang pesat, terkena dampak revolusi
berita yang membuat mereka memiliki keterlibatan yang intens
pada informasi melalui media sosial dan akses internet yang
murah dan mudah. Mereka menjadi up date dengan berbagai
informasi dalam bidang apapun di dunia, mereka menjadi
warna dunia (citizen of the world) di dunia maya. Maka, fashion,
lifestyle, makanan, film, serial tv, tokoh-tokoh imajiner, produk-
produk branded, barang-barang elektronik, dan segala
informasi di dunia akan mempengaruhi respons mereka seperti
cara ekspresi, tutur kata, visualisasi, dan lain sebagainya.
Meme, vlog, blog menjadi menjamur serta cara dan gaya belajar
mereka menjadi berbeda, karena asupan gizi digital dari
digitalized information yang berlimpah ruah, membuat mereka
menjadi kelabakan tanpa smartphone atau akses internet yang
memadai (Jeane M. Tulung, dkk, 2019: 18). Dengan begitu
setiap hal-hal yang baru tentu telah dan akan diketahui oleh
generasi milenial, terutama terkait dengan game online yang
kerap kali mereka mainkan atau akses melalui jaringan

internet. Seperti game online berjenis PUBG.

Menurut ]. Kilber, A. Barclay & D. Ohmer (2014)
karakteristik yang terbentuk pada generasi milenial adalah
kecanduan internet; percaya diri dan harga diri yang tinggi;
lebih terbuka dan bertoleransi terhadap perubahan;

memperlihatkan gaji dan pemberian pengakuan untuk
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individu; jadwal kerja yang fleksibel; serta career advancement
sebagai faktor yang penting bagi generasi milenial. Generasi
milenial muncul dengan karakteristik yang unik dan berbeda
dengan generasi lainnya. Di Indonesia, studi tentang generasi
milenial belum banyak dilakukan, walaupun populasinya
cukup banyak. Jumlah populasi penduduk Indonesia yang
berusia antara 15-34 pada tahun 2015, misalnya, lebih dari 33%
adalah penduduk muda yang berusia 15-34 tahun
(Subandowo, 2017). Hasil penelitian di Amerika Serikat, yang
dilakukan oleh BCG (Boston Consulting Group) pada tahun
2011 dan oleh Jeff Fromm, Celeste Lindell & Lainie Decker
(2011), menyatakan bahwa generasi milenial memiliki karakter
kunci, yakni: technology reliant atau percaya teknologi; image
driven atau membentuk jati diri; multitasking atau serba bisa;
open to change atau terbuka pada perubahan; confident atau
percaya diri; team-oriented atau berorientasi tim; information rich
atau kaya informasi; impatient atau tidak sabaran; dan adaptable
atau mudah beradaptasi (BCG [Boston Consulting Group],
2011)

3. Spiritualitas dan Pengendalian Sosial

Spiritualitas merupakan entitas yang ada dalam diri
individu dan berkaitan dengan pengenalan diri dengan Tuhan,
dan eksistensi diri sebagai bagian dari ekspresi keyakinan
dalam dirinya. Dengan demikian religiusitas yang sifatnya
kelembagaan, fungsional dan substansi, membentuk
spiritualitas individu untuk mampu mengimplementasikan
nilai-nilai keagamaan sebagai bagian dari nilai dalam diri. Pada
era milenial dibutuhkan pendekatan yang tepat dalam
menjalankan  aktivitas  religiusitas. =~ Aktivitas  yang
memperhatikan karakter milenial dan perangkat teknologi

yang digunakan, mampu untuk mengarahkan spiritualitas
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generasi pada pengenalan iman yang baik dan perilaku sosial
yang sesuai doktrin agama. Generasi milenial masih
membutuhkan religiusitas untuk memperkenalkan dirinya
pada spiritual yang mengarahkan diriya pada kehidupan sosial
yang bertanggung jawab dan berintegritas (Denny Najoan,
2020: 64-65).

Maslow berpendapat bahwa sejatinya spiritualitas
adalah sifat alamiah seseorang bahkan meskipun ia tidak
menganut satu agama apapun (Yulmaida D., Diah, 2016: 70).
Spiritualitas mencakup konsep yang luas dengan berbagai
dimensi dan perspektif yang ditandai adanya perasaan
keterikatan (conectivitas) kepada sesuatu yang lebih besar dari
diri kita, yang disertai dengan usaha pencarian makna dalam
hidup atau dapat dijelaskan sebagai pengalaman yang bersifat
universal dan menyentuh. Beberapa individu menggambarkan
spiritualitas dalam pengalaman-pengalaman hidupnya seperti
adanya perasaan terhubung atau transendental yang suci dan
menentramkan, sebagaian individu yang lain merasakan
adanya kedamaian saat berada di tempat-tempat ibadah (Iwan
Ardian, 2016: 3-4).

Beberapa ahli memberikan definisi tentang spiritualitas
dengan pendekatan yang berbeda-beda. Yang berpendapat
bahwa spiritualitas adalah aspek kemanusiaan yang
mengacu pada cara individu mencari dan makna tersurat dan
tujuan dan cara mereka mengalami keterhubungan mereka
untuk saat ini, untuk diri, orang lain, dengan alam, dan
dengan kebermaknaan atau suci (Christina Puchalski, MD,
Director of the George Washington Institute for Spirituality and
Health). Menurut Mario Beauregard and Denyse O’Leary,
researchers and authors of The Spiritual Brain berpendapat

bahwa Spiritualitas berarti pengalaman yang berpikir untuk
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membawa mengalaminya ke dalam kontak dengan Tuhan
(dengan kata lain, bukan hanya pengalaman yang terasa
bermakna). Ruth Beckmann Murray dan Judith Proctor menulis
bahwa dimensi spiritual mencoba untuk menjadi selaras
dengan alam semesta, dan berusaha untuk mendapatkan
jawaban tentang yang tak terbatas, dan datang ke dalam fokus
ketika seseorang menghadapi stres emosional, penyakit
fisik, atau kematian (Krentzman, A. R., 2013).

Menurut Mukhibat (2014) dalam Budiman (2016),
Spiritualitas dalam kehidupan manusia berfungsi sebagai suatu
sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Sistem nilai
tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan
bertingkah laku agar sejalan dengan ajaran agama yang
dianutnya. Selain itu spiritualitas akan dapat membentengi
munculnya kecenderungan budaya yang mulai menanggalkan

dan menelanjangi nilai-nilai moral.

Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu
terhadap individu lainnya atau mungkin dilakukan oleh
individu terhadap suatu kelompok social. Pengendalian sosial
juga dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok
lainnya, atau suatu kelompok terhadap individu. Itu semua
merupakan proses pengendalian sosial yang dapat terjadi
dalam kehidupan sehari-hari, meskipun sering kali manusia
tidak menyadari (Soekanto, 2006: 179).

Pengendalian sosial itu penting karena bertujuan untuk
mencapai keserasian dan keharmonisan dalam suatu
masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI; Arab:
Majlis al-‘Ulama' al-Indunisi) adalah lembaga independen yang
mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk
membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di

Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395
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Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia. Sesuai
dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam
melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat
Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah
makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama
Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang

muslim dengan lingkungannya.
4. Definisi dan Fungsi Fatwa

Secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa Arab
“al-fatwa”. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan
bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna
muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama
dengan pendapat al-Fayumi, yang menyatakan bahwa al-fatwa
berasal dari kata al-fata, artinya pemuda yang kuat, sehingga
seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan mufti, karena
orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam
memberikan penjelasan (al-bayan) dan jawaban terhadap
permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang

dimiliki oleh seorang pemuda (Ma'ruf Amin, 2008: 20).

Adapun fatwa secara terminologis, sebagaimana
dikemukakan oleh Zamakhsyari adalah penjelasan hukum
syara’ tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau
kelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti al-iftaa berarti
keterangan-keterangan tentang hukum syara’ yang tidak
mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah
menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai
jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa
(mustafi) baik secara perorangan atau kolektif (Ma'ruf Amin,
2008: 19). Menurut Hamdan Zoelva, bahwa fatwa adalah
pernyataan hukum dari sisi ajaran Islam yang dikeluarkan oleh

ulama baik secara perorangan atau kelompok mengenai suatu
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masalah yang timbul (Hamdan Zoelva dalam Al Fitri Johar: 3).

Oleh sebab itu, dari beberapa pengertian di atas,
terdapat dua hal penting yaitu sebagai berikut (Ma'ruf Amin,
2008: 19):

a. Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum
(legal opinion) yang dikeluarkan setelah adanya suatu

pertanyaan atau permintaan fatwa (based on demand); dan

b. Fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah
bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (mustafti),
baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak

harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan
tawjih. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan
regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang
memang mengharapkan keberadaannya. Tawjih, yakni
memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada
masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat
kontemporer (M. Erfan Riadi, 2010: 472).

Fungsi tabyin dan tawjih fatwa terikat dalam fungsi
keulamaan, sehingga fatwa syar’iyah yang telah dikeluarkan
sejak generasi sahabat, tabi’in, tabiut tabi'in dan generasi
sesudahnya hingga generasi ulama sekarang. Karakteristik
fatwa klasik lebih bersifat individual dan mandiri, kemudian
dalam era mazhab fatwa-fatwa yang dibuat berada dalam
lingkup mazhab figh tertentu. Sedangkan fatwa kontemporer
sering bersifat lintas mazhab atau paduan (taufiq) antar
mazhab-mazhab (M. Erfan Riadi, 2010: 472).

5. Dasar Hukum Fatwa

Fatwa merupakan sebuah upaya ulama untuk merespon
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masalah yang dihadapi masyarakat yang memerlukan
keputusan hukum. Dasar hukum fatwa adalah Al-Quran,
Hadits dan Ijtihad. Kecenderungan penalaran yang dilakukan
oleh para ulama dalam menjawab suatu permasalahan terkait
erat dengan ijtihad atau legal opinion (Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011: 23).

Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Quran Surat
Al-Nahl ayat 43, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

Artinya “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali
orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka;, maka
bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu

tidak mengetahui.”

Al-Quran surat Al-Nahl ayat 43 tersebut di atas
merupakan aturan tentang bagaimana seseorang diperintahkan
untuk bertanya sesuatu jika tidak atau memerlukan kepastian
hukum kepada orang yang mengetahui. Kata “bertanya”
menjadi bahasa al-Quran dalam menjelaskan berbagai
persoalan (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian
Hukum dan HAM RI, 2011: 23).

6. Fatwa Dalam Hukum Islam

Menurut Mohammad Daud Ali (2011: 78), sumber-
sumber hukum Islam adalah:
a. al-Qur’an;
b. as-Sunnah (al-Hadits);
c.Akal pikiran (ra’yu) manusia yang memenuhi syarat untuk
berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan
mempergunakan berbagai metode atau cara, diantaranya

adalah ijma’, qiyas, istidal, al-masalih al-mursalah, istihsan,
istishab, dan urf.
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Lebih lanjut Mohammad Daud Ali (2011: 78)

menjelaskan bahwa metode ijtihad adalah:
a. Ijma’

Ijma” adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat
para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu

masa.

b. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang
tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur’an dan as-
Sunnah atau al-Hadits dengan hal (lain) yang hukumnya
disebut dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul (yang terdapat
dalam kitab-kitab hadis) karena persamaan illat (penyebab

atau alasan) nya.
c.Istidal

Istidal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang
berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat

dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam.
d. Masalih al mursalah

Masalih al mursalah adalah cara menemukan hukum
suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam al-
Qur'an maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasarkan
pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan

umum.
e. Istisan

Istisan adalah cara menentukan hukum dengan jalan
menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan

dan kepentingan sosial.
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f.Istishab

Istishab adalah menetapkan hukum sesuatu hal
menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil

yang mengubahnya.

g. ‘urf
‘urf atau adat istiadat yang tidak bertentangan

dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku

bagi masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Sulaiman Abdullah (tt: 65), fatwa sahabat
diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtthad melalui
riwayat yang masyhur dan tidak diingkari seorang pun,

termasuk dalam kategori ijma’ sukuty.

Pada dasarnya fatwa merupakan hasil ijtihad para
ahli (mujtahid) yang dibentuk dalam tulisan maupun lisan.
Hubungan ijtihad dengan fatwa sangat erat, ijtihad
merupakan bentuk usaha ahli (mujtahid) untuk meng-
istinbat-kan hukum tertentu, sedangkan fatwa hasil dari
ijtihad itu sendiri (Ahmad Insya' Ansori dan Moh.
Ulumuddin, 2020: 42).

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa fatwa
merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan
berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara ijma’, yaitu
persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai

masalah pada suatu tempat di suatu masa.

7. Kedudukan Fatwa MUI dalam Peraturan Perundang-

undangan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah
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peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang

ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan menyatakan bahwa jenis Peraturan Perundang-
undangan selain yang disebutkan di atas, mencakup peraturan
yang ditetapkan oleh:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
c.Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

d. Mahkamah Agung (MA);

e. Mahkamah Konstitusi (MK);

f.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

g. Komisi Yudisial (KY);

h. Bank Indonesia (BI);

1. Menteri;
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j- badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk
dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah
Undang-Undang;

k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;

1. Gubernur;

m. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

n. Bupati/Walikota;

o. Kepala Desa atau yang setingkat.

Berdasakan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan
bahwa apabila merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana
tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka
kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis
peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan

hukum mengikat.

Fatwa bukanlah hukum negara yang mempunyai
kedaulatan dan legalitasnya juga tidak harus diikuti oleh umat
muslim di Indonesia. Menurut Mahfudz MD, secara
konstitusional fatwa tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan
melalui penegak hukum. Fatwa merupakan pendapat hukum
(legal opinion) dalam tatanan hukum di Indonesia yang boleh
diikuti atau tidak diikuti (Ahmad Insya' Ansori dan Moh.
Ulumuddin, 2020: 52).

Persoalan tentang pemberlakuan hukum Islam dalam
tatanan hukum di Indonesia pada dasarnya lebih pada tatanan
secara konstitusional, jika lembaga fatwa masuk dalam devisi
khusus fatwa dalam Kementerian Agama, maka fatwa
cenderung mampu mengikat masyarakat muslim secara
umum. Aturan ini seolah menempatkan hukum Islam dalam
khazanah human law yang merupakan produk manusia, karena

hal ini merupakan kebutuhan sosial umat muslim di Indonesia
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walau cenderung hukum Islam tunduk kepada kebutuhan
manusia (Ahmad Insya' Ansori dan Moh. Ulumuddin, 2020:
52).

Hal ini sejalan dengan pandangan Thomas Aquinas
menempatkan Hukum Alam (Eternal Law), Hukum Tuhan
(Devine Law) dan Hukum Kebiasaan (Natural Law) sebagai
dasar pemberlakuan hukum yang diproduk oleh manusia
sebagaimana bagan berikut ini (Cavendish: Jurisprudence
Lawcards (Law Cards) dalam Ahmad Insya' Ansori dan Moh.
Ulumuddin, 2020: 52).

Bagan1
Pandangan Thomas Aquinas
Eternal
Law God
rational
Devine Natural Law
Law Discovered
Revealed trought human
Human Law

Esensy is to be
Just Lex Injusta
non est lex

Sumber: (Cavendish: Jurisprudence Lawcards (Law Cards) dalam
Ahmad Insya' Ansori dan Moh. Ulumuddin, 2020: 52).
Hal ini menempatkan hukum Islam dalam tatanan
devine law, kebiasaan masyarakat setempat sebagai natural law,

komparasi antara ketiganya menjadi human law. Dalam arti
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hukum islam berkontribusi secara signifikan atas terbentuknya
hukum nasional (Ahmad Insya' Ansori dan Moh. Ulumuddin,
2020: 53).

8. Kelembagaan dan Fatwa MUI Pusat dan MPU Aceh

a. Kelembagaan MUI Pusat dan MPU Aceh

Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh adalah wadah yang
menghimpun para ulama dalam rangka melaksanakan
tugas-tugas keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
Lembaga ini dalam tugas dan fungsinya senantiasa mengacu
kepada prinsip amar makruf dan nahi munkar. Dalam
fungsinya, baik MPU Aceh maupun MUI Pusat, sebenarnya
memiliki sisi yang sangat strategis dalam upaya
mengeluarkan fatwa hukum untuk ketentraman kehidupan
masyaraakat muslim di Indonesia. Masyarakat muslim pada
umumnya sangat berpegang pada fatwa yang dihasilkan

oleh lembaga ini.

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI; bahasa
Arab: (o s35Y) elaldl (ulas Majlis al- Ulama' al-Indunisi) adalah
lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama,
dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan
mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama
Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli
1975 Masehi di Jakarta, Indonesia (Lihat web mui). Sesuai
dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam
melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat
Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah
makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama
Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang

muslim dengan lingkungannya (Lihat wikipedia).
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Berdasarkan Pasal 3 Pedoman Dasar MUI yang
disahkan Musyarawarah Nasional (Munas) I pada 26 Juli
1975, disebutkan bahwa MUI bertujuan untuk turut serta
mewujudkan masyarakat yang aman sesuai dengan
Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pada Munas II, Pasal 3
Pedoman Dasar MUI tersebut telah disempurnakan menjadi:
“MUI bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat yang
aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah
sesuai dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang
diridhoi oleh Allah, SWT. Sedangkan pada Munas III yang
berlangsung pada 23 Juli 1985, Pasal 3 Pedoman Dasar MUI
disempurnakan menjadi: “MUI bertujuan mengamalkan
ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang
aman, damai, adil dan makmur ohaniah dan jasmaniah yang
diridhoi ole Allah SWT dalam negara Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila (M. Cholil Nafis, 2011: 77).

Adapun Visi MUI adalah terciptanya kondisi
kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan
yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah
Subhanahu Wa Taala (baldah thayyibah wa rabbun ghafur)
menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi
terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul
Islam wal muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi

seluruh alam (rahmah lil-alamin). (Jamal Ma'mur, 2018: 47).

Misi MUI adalah:  Pertama, menggerakkan
kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan
menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah),

sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam
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dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiah, serta
menjalankan syariat Islamiah. Kedua, melaksanakan dakwah
Islam, amar ma’ruf nahi mungkar dalam mengembangkan
akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas
(khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga,
mengembangkan ukhuwwah Islamiah dan kebersamaan
dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jamal
Ma’'mur, 2018: 47).

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau
musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang
datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi
dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di
Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan
unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU,
Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah,
Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4
orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat,
Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang
tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.
Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah
kesepakatan ~ untuk  membentuk  wadah  tempat
bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan
muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya
MUL” vyang ditandatangani oleh seluruh peserta
musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional

Ulama (Lihat web mui).

Momentum berdirinya Majelis Ulama Indonesia
(MUI) bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada
pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di

mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan
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politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah
kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama
dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai
wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan

muslim berusaha untuk (Lihat web mui):

1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam
Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan

bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala

2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah
keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan
masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya
ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama
dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa

serta

3) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro
(pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat
dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan

nasional

4) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar
organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin
dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada
masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan

konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang
selanjutnya disingkat MPU Aceh merupakan suatu lembaga
independen yang mewadahi para ulama-ulama Aceh atau
Cendikiawan Muslim untuk membimbing, membina, dan
mengayomi umat Islam yang berada di Aceh. MPU Aceh
memiliki peranan sangat penting dalam rangka pemantapan

implementasi Syariat Islam di Aceh karena peran MPU
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sebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Aceh
dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan Qanun
(Perda) Aceh. Aceh yang berstatus istimewa dan khusus
membuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang
diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam.
Kehadiran lembaga MPU diharapkan pelaksanaan syariat
Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan dapat
berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat (Lihat

web mpuaceh).

Adapun visi MPU Aceh yaitu: “Terwujudnya peran
ulama dalam pembangunan berbasis syariat Islam”. Sedangkan
Misi MPU Aceh yaitu sebagai berikut (Lihat web mpuaceh):

1) Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan,
nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah,
serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan

daerah;

2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat

Islam;
3) Menetapkan fatwa;

4) Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan

pengawasan ganun,

5) Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh
aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya

perbuatan kemungkaran;

6) Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di
Aceh;

7) Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan,

penerbitan dan pendokementasian terhadap naskah-
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naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.

Pada masa peperangan melawan Belanda dan
Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya
muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat
yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal
kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam
Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar
muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-
Washiyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena itu, pada
Tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang
berlangsung pada tanggal 17 s.d 18 Desember 1965 di Banda
Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum
pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong
Rimba. Saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja,
Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri
atas 5 (lima) Komisi, yaitu: Komisi Ifta; Komisi Penelitian
dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi
Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU
kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan (Lihat web mpuaceh).

Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur
Aceh Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama
berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi
Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya
berubah menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa); Komisi B
(Penelitian dan Perencanaan); Komisi C (Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan); Komisi D (Dakwah dan
Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama). Kedudukan MUI
Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
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Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9
ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah
badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat (2)
ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat independen yang berfungsi memberikan
pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta

tatanan ekonomi yang Islami” (Lihat web MPU Aceh).

Amanat Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan
lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis
Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun
2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis
Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh

(Lihat web mpuaceh).

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh
pada tanggal 2-5 Rabi'ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di
Banda Aceh untuk memililh/ membentuk kepengurusan
MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001
M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra
sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa
khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor
2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh

sebagai  mitra  sejajar  Pemerintah  Aceh  dalam
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penyelenggaraan  pemerintahan dan  pembangunan,
terumata pembangunan syariat Islam (Lihat web MPU
Aceh).

MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri
atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra
kerja Pemerintah Aceh dan DPRA (Pasal 1 angka 10 Qanun
Aceh  Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Ulama). MPU kabupaten/kota adalah
majelis yang anggotanya terdiri atas wulama dan
cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja
Pemerintah kabupaten/kota dan DPRK (Pasal 1 angka 11
Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Ulama). Ulama adalah tokoh panutan
masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami
secara mendalam ajaran Islam dari Al-Qur’an dan Hadist
serta mengamalkannya (Pasal 1 angka 12 Qanun Aceh
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Ulama). Cendekiawan muslim adalah ilmuwan muslim
yang mempunyai integritas moral dan memiliki keahlian
tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran Islam
Pasal 1 angka 13 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Majelis Permusyawaratan Ulama).

Berdasarkan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, MPU dan
MPU kabupaten/kota mempunyai fungsi yaitu sebagai
berikut:

1) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah,
meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi,

sosial budaya dan kemasyarakatan;

2) Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat
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berdasarkan ajaran Islam.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor
2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang
mengatur mengenai kewenangan MPU dan MPU

kabupaten/kota.
MPU mempunyai kewenangan yaitu sebagai berikut:

1) Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan,
pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan

kemasyarakatan;

2) memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam
masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun

antar umat beragama lainnya.
MPU kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

1) Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang
dikeluarkan oleh MPU;

2) memberikan pertimbangan dan masukan kepada
pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta

tatanan ekonomi yang Islami.

Selanjutnya mengenai tugas-tugas MPU dan MPU
kabupaten/kota diatur di dalam Pasal 6 Qanun Aceh Nomor

2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
MPU mempunyai tugas :

1) memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada
Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan

kebijakan berdasarkan syari'at Islam;

2) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat
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Islam;

3) melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan,
penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-

naskah yang berkenaan dengan syariat Islam;
4) melakukan pengkaderan ulama.
MPU kabupaten/kota mempunyai tugas :

1) memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada
Pemerintah  Kabupaten/kota dan DPRK dalam

menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam;

2) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat

Islam;
3) melakukan pengkaderan ulama;

4) melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan
adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang
meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada
MPU.

Mengenai struktur organisasi MPU diatur di dalam
Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Ulama.
1) MPU Aceh terdiri atas :
a) Majelis Syuyukh;

Majelis Syuyukh adalah lembaga kehormatan
yang berfungsi memberikan pertimbangan dan
nasehat kepada pimpinan MPU. Keanggotaan Majelis
Syuyukh terdiri dari ulama kharismatik yang bukan
anggota MPU sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang
yang ditetapkan dengan keputusan MPU. Hal tersebut
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sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Qanun Aceh
Nomor 2  Tahun 2009 tentang  Majelis

Permusyawaratan Ulama.
b) Pimpinan;

MPU dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 3
(tiga) orang wakil ketua yang bersifat kolektif. Ketua
dan wakil ketua MPU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPU dalam
rapat paripurna khusus yang dilaksanakan untuk itu.
Pimpinan sementara MPU sebelum pimpinan definitif
terpilih dijabat oleh seorang anggota tertua sebagai
ketua dan seorang anggota termuda sebagai wakil
ketua. Pimpinan dan anggota MPU ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Aceh dan diresmikan dengan
mengucapkan sumpah dalam rapat paripurna
istimewa yang disaksikan oleh ketua Mahkamah
Syar’iyah Aceh. Pimpinan MPU mempunyai tugas
memimpin MPU dalam melaksanakan fungsi dan
tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan
Pasal 6 ayat (1). Pimpinan MPU tidak boleh
merangkap  jabatan  strategis. Hal  tersebut
sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Pasal 8 Qanun
Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Ulama.
c) Komisi;

Berdasarkan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 2
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama,
Seluruh anggota MPU Aceh dibagi dalam komisi-

komisi yang terdiri dari:
(1) Komisi A Bidang Fatwa, Kajian Qanun dan
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Perundang-undangan lainnya;

(2) Komisi B Bidang Pendidikan, Penelitian dan

Pengembangan serta Ekonomi Umat;

(3) Komisi C Bidang Dakwah, Pemberdayaan

Keluarga dan Generasi Muda.
d) Panitia Musyawarah (Panmus);

Panitia =~ musyawarah = merupakan  alat
kelengkapan MPU Aceh yang bersifat tetap, dibentuk
oleh MPU Aceh pada awal masa jabatan pimpinan
MPU Aceh. Panitia musyawarah MPU Aceh
merupakan forum pertimbangan sebelum
pengambilan  keputusan MPU  Aceh. Panitia
musyawarah MPU Aceh berjumlah paling banyak 15
orang. Panitia musyawarah MPU Aceh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pimpinan MPU
Aceh, Ketua Komisi dan anggota MPU Aceh lainnya.
Ketua dan wakil ketua MPU Aceh karena jabatannya
adalah pimpinan panitia musyawarah merangkap
anggota. Kepala Sekretariat MPU Aceh karena
jabatannya adalah sekretaris panitia musyawarah

bukan anggota.

Panitia musyawarah MPU Aceh mempunyai

tugas:

(1) Memberikan pertimbangan tentang penetapan

program kerja MPU Aceh baik diminta atau tidak;

(2) Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat MPU
Aceh;

(3) Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat

apabila timbul perbedaan pendapat;
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(4) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus;

(5) Memberikan saran dan pendapat tentang materi
rancangan keputusan MPU Aceh dan keputusan
pimpinan MPU Aceh; Menetapkan jadwal kerja
badan otonom MPU Aceh.

e) Badan Otonom;

Badan otonom adalah badan khusus yang
dibentuk oleh pimpinan MPU Aceh untuk menangani
masalah-masalah tertentu. Badan otonom
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
permanen, terdiri dari Lembaga Pengkajian Pangan
Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM), Badan Kajian
Hukum dan Perundang-undangan dan lain-lain sesuai
kebutuhan. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam
Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Majelis Permusyawaratan Ulama.
f) Panitia Khusus.

Panitia khusus dibentuk oleh pimpinan MPU
Aceh dan MPU kabupaten/kota untuk melaksanakan
tugas tertentu sesuai kebutuhan. Tugas dan
kewenangan Panitia khusus tersebut ditetapkan
dengan  keputusan MPU Aceh dan MPU
kabupaten/kota. Hal tersebut sebagaimana diatur di
dalam Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009

tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
2) MPU Kabupaten/kota terdiri atas :
a) Dewan Kehormatan Ulama ;

Dewan Kehormatan Ulama adalah lembaga

yang berfungsi memberikan pertimbangan dan
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nasehat kepada pimpinan MPU Kabupaten/kota.
Keanggotaan Dewan Kehormatan Ulama terdiri atas
ulama kharismatik yang bukan anggota MPU
kabupaten/kota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang
yang  ditetapkan  dengan  keputusan @ MPU
Kabupaten/kota. Hal tersebut sebagaimana diatur di
dalam Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009

tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
b) Pimpinan;

Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009
tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, mengatur
tentang pimpinan MPU kabupaten/kota. Pasal

tersebut menyatakan yaitu sebagai berikut:

(1)MPU Kabupaten/kota dipimpin oleh 1 (satu) orang
ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang bersifat
kolektif.

(2)Ketua  dan  wakil ketua MPU  kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh
anggota MPU kabupaten/kota dalam rapat paripurna

khusus yang dilaksanakan untuk itu.

(3) Pimpinan sementara MPU kabupaten/kota sebelum
pimpinan definitif terpilih dijabat oleh seorang anggota
tertua sebagai ketua dan seorang anggota termuda

sebagai wakil ketua.

(4) Pimpinan dan anggota MPU kabupaten/kota ditetapkan
dengan keputusan bupati/walikota dan diresmikan
dengan mengucapkan sumpah dalam rapat paripurna
istimewa yang disaksikan oleh ketua Mahkamah

Syar’iyah kabupaten/kota.
(5) Pimpinan MPU  kabupaten/kota mempunyai  tugas
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memimpin MPU kabupaten/kota dalam melaksanakan
fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 dan Pasal 6 ayat (2).

(6) Pimpinan MPU kabupaten/kota tidak boleh merangkap

jabatan strategis.

Selanjutnya Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 2
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

menyatakan bahwa:

(1)Ketua MPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab
memimpin seluruh kegiatan MPU

Kabupaten/Kota.

(2)Dalam  hal Ketua MPU Kabupaten/Kota
berhalangan, maka tanggung jawab dilaksanakan
oleh wakil ketua berdasarkan hasil musyawarah

pimpinan secara kolektif.

(B)Wakil Ketua I membidangi Pendidikan,
Pengembangan Ekonomi Umat dan Kajian

Perundang-undangan.

(4)Wakil  Ketua II  membidangi  Dakwah,

Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda.

(5)Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), para wakil ketua
melaksanakan tugas-tugas lainnya yang
dibebankan oleh ketua MPU Kabupaten/Kota.

Komisi;
Berdasarkan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 2
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama,

Seluruh anggota MPU Kabupaten/Kota dibagi dalam

Komisi-komisi yang terdiri dari:
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(1) Komisi A Bidang Kajian Qanun Kabupaten/Kota

dan Perundang-undangan lainnya;

(2)Komisi B Bidang Pendidikan, Penelitian dan

Pengembangan serta Ekonomi Umat;

(3) Komisi C Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga

dan Generasi Muda.
d) Panitia Musyawarah (Panmus);

Panitia musyawarah merupakan alat
kelengkapan MPU kabupaten/kota yang bersifat tetap,
dibentuk oleh MPU kabupaten/kota pada awal masa
jabatan pimpinan MPU kabupaten/kota. Panitia
musyawarah MPU kabupaten/kota merupakan forum
pertimbangan sebelum pengambilan keputusan MPU
kabupaten/kota. = Panitia =~ musyawarah =~ MPU
Kabupaten/Kota berjumlah paling banyak 13 orang.
Panitia musyawarah MPU Kabupaten/Kota tersebut
terdiri dari pimpinan MPU Kabupaten/Kota, Ketua
Komisi, dan anggota MPU Kabupaten/Kota lainnya.
Ketua dan wakil ketua MPU Kabupaten/Kota karena
jabatannya adalah pimpinan panitia musyawarah
merangkap anggota. Kepala Sekretariat MPU
Kabupaten/Kota karena jabatannya adalah sekretaris

panitia musyawarah bukan anggota

Panitia musyawarah MPU Kabupaten/kota

mempunyai tugas:

(I)Memberikan pertimbangan tentang penetapan
program kerja MPU Kabupaten/kota baik diminta

atau tidak;

(2) Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat MPU
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Kabupaten/kota;

(3) Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat

apabila timbul perbedaan pendapat;
(4) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus;

(5) Memberikan saran dan pendapat tentang materi
rancangan keputusan MPU Kabupaten/kota dan
keputusan pimpinan MPU Kabupaten/kota.

e) Panitia Khusus.

Berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 2
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama,
Panitia khusus dibentuk oleh pimpinan MPU Aceh
dan MPU kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas
tertentu sesuai kebutuhan. Tugas dan kewenangan

Panitia khusus tersebut ditetapkan dengan keputusan
MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 38 Qanun Aceh Nomor 2
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama,
Persidangan dan Rapat MPU Aceh dan MPU
kabupaten/kota terdiri dari:

f) Sidang Paripurna.

Sidang Paripurna merupakan rapat anggota
MPU yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan
merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan

wewenang dan tugas MPU.
g) Sidang Paripurna Istimewa.

Sidang Paripurna Istimewa merupakan rapat
anggota MPU yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil

Ketua untuk melaksanakan sesuatu acara tertentu
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dengan tidak mengambil keputusan.
h) Sidang Paripurna Khusus.

Sidang Paripurna Khusus merupakan rapat
anggota MPU yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil

Ketua untuk membahas hal-hal khusus.
i) Rapat Pimpinan.

Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur

pimpinan yang dipimpin oleh Ketua MPU.
j) Rapat Komisi.
Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi
yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua komisi.
k) Rapat Badan Otonom.

Rapat Badan Otonom merupakan rapat
anggota badan otonom yang dipimpin oleh Ketua atau

Wakil Ketua badan otonom.

1) Rapat Majelis Syuyukh atau Dewan Kehormatan

Ulama

Rapat Majelis Syuyukh atau Dewan
Kehormatan Ulama merupakan rapat anggota Majelis
Syuyukh atau anggota Dewan Kehormatan Ulama
yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Majelis

Syuyukh.
m)Rapat Panitia Khusus.

Rapat Panitia Khusus merupakan rapat untuk
membahas hal-hal tertentu sesuai kebutuhan yang

dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
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n) Rapat Panitia Musyawarah.

Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat
anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh

Ketua atau Wakil Ketua panitia musyawarah.
0) Rapat Koordinasi.

MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota
mengadakan sidang/rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) secara berkala, paling kurang 4 (empat)
kali dalam setahun. Tatacara pelaksanaan persidangan
dan rapat-rapat akan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Tata Tertib MPU. Hal tersebut sebagaimana
diatur di dalam Pasal 38 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh
Nomor 2  Tahun 2009  tentang  Majelis

Permusyawaratan Ulama.
b. Fatwa MUI Pusat dan MPU Aceh

Secara umum, urgensi fatwa adalah untuk menjaga
umat Islam agar prilakunya tidak keluar dalam koridor
hukum Islam ketika menghadapi adanya perubahan sosial
dan budaya dimasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan
tujuan MUI untuk menciptakan masyarakat yang aman dan
harmonis sesuai dengan dasar Negara Indonesia yaitu
Pancasila (Muhammad Maulana Hamzah, 2017: 134).

Urgensi fatwa MUI dapat diterjemahkan menjadi dua
hal yaitu peran dan pengaruh. Peran fatwa MUI
mendeskripsikan respon MUI terhadap fenomena dan
polemik yang terjadi dimasyarakat terkait dengan kegiatan
sosial budaya maupun kebijakan pemerintah dalam sudut
pandang agama dalam wadah majelis ulama yang mewakili
semua ormas Islam di Indonesia, fatwa-fatwa yang
dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk Surat Keputusan (SK)
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merupakan respon atas pertanyaan-pertanyaan yang dikirim
oleh pemerintah, perorangan atau individu, atau institusi,
atau respons atas kecemasan-kecemasan yang berkembang
di masyarakat, seperti kasus perbedaan pendapat dalam
menyikapi pemimpin non muslim. Sedangkan pengaruh
Fatwa MUI menjelaskan tentang dampak dan tindak lanjut
dari fatwa yang dikeluarkan terhadap kehidupan berbangsa
dan bernegara, yang disesuaikan dengan tujuan pendirian
MUI (Muhammad Maulana Hamzah, 2017: 135-136).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Qanun Aceh Nomor 2
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Fatwa
adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan syari’at
Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan,

ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.

Adapun alur penetapan fatwa dijabarkan dalam
bagan sebagai berikut:
Bagan 2

Alur Penetapan Fatwa

ALUR PENETAPAN FATWA

/" Surat permohonan /
/[ Pertanyaan, fakta
( kejadian dalam PIMPINAN
\ masyarakat/ Hasil Mpy PANMUS |
\ kajian MPU

Kab/Kota

L - PENELITIAN
PANMUS II J

/RISALAH

SINDANG MPLI/
DPU

Sumber: (Bayu Septyadipradja, 2017: 42).
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Alur penentuan fatwa diawali dengan pihak MPU
menerima usulan dan pengaduan dari masyarakat atau
terdapat suatu masalah yang di usulkan oleh anggota MPU
sendiri. Kemudian permasalahan tersebut ditindaklanjuti
oleh pimpinan MP yang nantinya akan menentukan sidang
panitia musyawarah (panmus). Pada bagian ini, terdapat 2
panitia musyawarah bahkan dapat menjadi 3 panitia
musyawarah apabila diperlukan yang mempunyai tugas
masing-masing di antaranya yaitu sebagai berikut (Bayu
Septyadipradja, 2017: 42):

1) Panmus pertama mempunyai tugas menganalisis
masalah aktual dan krusial yang berkembang dalam
masyarakat berdasarkan usulan-usulan yang masuk ke
MPU Aceh.

2) Panmus kedua mempunyai tugas mempersiapkan bahan-
bahan yang diperlukan, mengkaji perlu tidaknya
mendatangkan tenaga ahli, penentuan panmus ketiga
apabila diperlukan, penentuan paripurna dan finalisasi

risalah sidang.

3) Panmus ketiga mempunyai tugas mendatangkan tenaga
ahli apabila diperlukan dan mengundang pihak terkait

untuk klarifikasi barang bukti dan menawarkan solusi.

Selanjutnya pihak MPU akan melakukan sidang
paripurna guna penentuan fatwa yang melibatkan badan
kajian hukum, staf ahli pimpinan dan majelis syuyukh

apabila diperlukan (Bayu Septyadipradja, 2017: 43).
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian pengembangan
nasional yang mengkaji tentang masalah-masalah sosial dan kaitannya
dengan hukum (aturan normatif yang harus ditaati oleh umat mansia),
khususnya menyangkut dengan prinsip-prinsip fatwa yang telah
dikeluarkan oleh MPU Aceh dan wacana MUI pusat menyangkut
dengan game online PUBG dan civil effectnya (sebagai akibat permainan
game yang dilakukan secara terus-menerus oleh para generasi milenial

umumnya).

Penelitian ini adalah bersifat kualitatif yang melihat pada
fenomena yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pada umumnya
yang memiliki dampak secara langsung akibat game tersebut. Menurut
Lincoln bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang
menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena
yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode
yang ada. Metode yang menjadi stressing peneliti pada prinsipnya
memanfaatkan wawancara dan pengamatan (Lexy J. Moleong, 2008: 3).
Oleh karena itu, data yang diperoleh lebih bersifat praktis melalui studi
lapangan (field research). Data ini akan diperoleh dengan langkah-
langkah konkrit melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak
yang terkait dan dianggap dapat memberikan informasi yang jelas
tentang objek yang diteliti. Di samping itu, juga ditelaaah berbagai
dokumen melalui data perpustakaan (library research), yaitu
mengumpulkan data dari buku, jurnal ilmiah serta manuskrip dan
dokumen resmi. Bahan bacaan juga diperoleh dari berbagai media

lainnya seperti internet, koran lokal, majalah dan bahan seminar.
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B. Setting Penelitian

Sesuai dengan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka
penelitian ini hanya memfokuskan pengambilan dan penetapan data
dari responden yang memiliki akses game di Aceh dan ibu kota Jakarta
sebagai bagian yang tak terpisah dari siklus game online yang

berkembang saat ini.

Pemilihan lokasi di kedua daerah ini berkaitan dengan situasi
kebijakan yang secara organisatorisnya bahwa Aceh merupakan daerah
istimewa dan salah satunya adalah tentang peran Majelis
Permusyawaratan Ulama dalam merumuskan dan menetapkan fatwa
yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat (Lihat Qanun Aceh
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh).
Sementara daerah Jakarta pusat yang tak terpisahkan dari keberadaan
MUI Pusat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan

dengan dua cara yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan
pengumpulan data sekunder bahan hukum primair. Di samping itu
didukung juga oleh bahan hukum sekunder yaitu buku-buku
(literature) hukum, pendapat para ahli hukum, buku-buku penelitian
(litbang) hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan hasil penelitian. Serta
menggunakan berbagai bahan pendukung seperti surat kabar,

majalah, jurnal-jurnal, internet, kamus dan sebagainya.

b. Penelitian lapangan (field research), dilakukan untuk menunjang dan
melengkapi studi kepustakaan, maka peneliti juga melakukan
penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara terstruktur
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(quide interview) dengan pihak-pihak yang terkait dengan
permasalahan penelitian ini sesuai dengan data yang dibutuhkan
yang mengacu pada instrumen wawancara (semi structured). Dalam
kaitan ini, peneliti akan menwawancarai narasumber dengan
mengajukan serentetan pertanyaan yang telah dirancang, dan secara
satu-persatu diperdalam untuk mendapatkan informasi yang
diperlukan. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh dapat
meliputi variabel dengan keterangan yang lengkap terhadap
responden yang dianggap representatif dengan objek penelitian. Hal
ini untuk mendapatkan jawaban yang meliputi semua variabel
dengan keterangan yang lengkap dan mendalam (Suharsimi
Arikunto, 2013: 270).

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data primer
dan data sekunder. Data primer dimaksudkan agar penelitian ini
memiliki otoritas dan keakuratan data, sehingga tidak menjadikan bias
pada kesimpulan yang diperoleh. Ungkapan kata-kata responden
merupakan sumber data yang dianggap primer dan dilakukan melalui
pencatatan tertulis dan perekaman atau pengambilan foto sesuai
keperluan (Bandingkan: Lexy ], hal: 158). Selanjutnya diperlukan data
sekunder untuk memperkuat dasar penelitian, baik teori ataupun
dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dalam hal ini dibagi dan
diklasifikasikan data tersebut kepada sumber buku, majalah ilmiah,

arsip, dokumen baik pribadi ataupun dokumen resmi.

E. Interpretasi dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan hukum
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dengan penekanan pada data-data yang dapat dianalisis secara
kualitatif, sehingga diperoleh kesimpulan yang konkrit dari penelitian
yang dilakukan. Selanjutnya, hasil penelitian ini dituangkan ke dalam
sebuah laporan penelitian sesuai dengan petunjuk yang berlaku di
PTKIN.

Prinsip analisis data dalam kaitannya dengan penelitian ini
berpegang pada upaya secara maksimal dengan jalan bekerja berbasis
data, mengorganisasikan data, memilah  menjadi satuan,
mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola dan menemukan apa
yang menjadi objek penelitian (Lexy ]: 248-249). Komponen dan tahap-

tahapan tersebut merupakan bagian penting dalam penelitian ini.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Game PUBG yang Menjadi Kegemaran Para Gamer di Dunia Maya

Saat Ini

Game PUBG merupakan suatu permainan (game) yang berbasis
online. Game ini sangat banyak digemari oleh kaum millenial. Banyak
oknum-oknum yang telah membuat tournament game PUBG yang
berhadiah puluhan sampai ratusan juta rupiah. Hal tersebut menarik

perhatian para gamer untuk ikut serta dalam tournament tersebut.
Gambar 1

Game PUBG

B 2 -
. v — 74
m ‘
S

v

BATTLERROUNTS

Sumber: (Lihat PlayerUnknown's Battleground dalam Wikepedia)

PUBG  (PlayerUnknown’s BattleGround) adalah sebuah game
multiplayer kompetitif yang menjadikan “Battle-Royale” sebagai genre
utama. Battle-Royale sendiri merupakan sebuah film klasik Jepang
populer pada tahun 2000 silam, yang diadaptasikan dari sebuah novel
tahun 1999 (Ach Fauzi, 2019: 62). Pada tanggal 19 Maret 2018, developer
ini baru saja merilis game PUBG untuk versi mobilenya. Game ini

merupakan jenis game yang baru pada platform mobile sehingga
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berpotensi memiliki user baru (Revianda, Hanifah dan Komang Candra,
2019: 1661).

PUBG memuat pertempuran 100 orang secara bersamaan di
sebuah area yang besar, yang semuanya datang tanpa perbekalan
apapun. Setiap dari mereka harus memperkuat dan mempersenjatai diri
mereka dengan apapun yang mereka temukan di arena yang ada, dari
sekedar panci penggorengan untuk senjata melee, boody armor untuk
menahan sedikit laju peluru, hingga senjata api kaliber berat. Bisa juga
menemukan kendaraan air atau darat untuk ekstra mobilitas. Ini perlu
bertahan hingga akhir, dan menjadi satu-satunya player yang selamat di
tengah pertempuran. Tidak banyak kesempatan bersembunyi hanya
satu tempat saja, karena daerah dimana player bisa bergerak akan terus
diperkecil seiring dengan waktu berjalan di sebuah arena besar yang
terus memaksa pemain untuk berhadapan langsung dengan satu sama
lain. Selain bermain solo, juga bisa bermain dalam format Duo (2 orang)
dan juga Squad (4 orang), baik secara acak atau dengan mengundang
teman dari Friend List. Bermain dalam format kooperatif seperti ini lebih
sulit karena lawan akan bergerak dalam format strategi tertentu, maka
perlu memikirkan lebih banyak strategi untuk kemenangan (Ach Fauzi,
2019: 62).

Game PUBG dapat diartikan sebagai game yang bergenre
(Massive Multiplayer Online First Person Shooter) MMOFPS. Game PUBG
termasuk dalam jenis game yang dimainkan banyak pengguna dengan
suasana peperangan menggunakan senjata dan alat-alat militer.
Pengguna game ini mengambil pandangan sebagai orang pertama
sehingga seolah-olah permain berada dalam tingkat reflex atau spontan.
Game ini dibuat oleh Brenden Greene lalu dipublikasikan oleh PUBG
Corporation dan baru-baru ini dirilis dalam versi mobilenya oleh salah

satu perusahaan Tiongkok yaitu Tencent Games. Game ini juga terbilang
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fashionable karena memiliki wadrobe, dimana pemain dapat memilih
outfit yang dibeli menggunakan battle point atau diamond dengan
beragam pilihan untuk masing-masing karakternya (Rianto Pakphan,
2018: 26-27).

Terdapat kesamaan kehidupan dalam dunia game PUBG dengan
kehidupan di dunia nyata, hanya saja dunia game PUBG berbentuk
visual. Pada dunia nyata kita dapat berinteraksi dengan orang lain,
misalnya tetangga atau mungkin dengan orang yang baru saja dikenal,
begitu pun dalam dunia game PUBG ini, pemain dapat berinteraksi
dengan jutaan orang yang sedang bermain game memalui chat dalam
game. Seperti halnya dalam dunia nyata kita dapat melakukan transaksi
jual beli atau menjual barang-barang yang kita produksi, begitupun
dalam dunia game PUBG, hanya saja segala transaksi jual beli dalam
game ini dilakukan disatu tempat yaitu melalui shop game yang
bertempat di dalam game. Setiap gammer yang membutuhkan sesuatu
untuk kelangsungan hidupnya dalam game, maka ia akan mencari
barang tersebut di toko game lalu membeli sesuai dengan kebutuhannya.
Permainan akan berakhir pada level 100 dan gold (mata uang yang
berbentuk maya dan hanya berlaku di dunia maya saja, Segala bentuk
jual beli dalam game ini menggunakan gold , uang tunai dan juga pulsa,
misalnya seorang gammer membeli pakaian dari game shop, maka alat
tukarnya adalah gold, uang tunai dan pulsa) yang dihasilkan sesuai

dengan kerja keras gamer dalam permainan (Muchtar LE.S, 2019: 35).

PUBG menjadi game yang paling popular di dunia dengan
hampir 100 juta subscriber pada tahun 2018. Peminat game Player
Unknown *'s Battle Grounds (PUBG) di Indonesia juga cukup banyak, hal
tersebut dapat dilihat dari besarnya antusias pengunjung yang
mendatangi stan Player Unknown"s Battle Grounds Trading Card Game
(PUBG TCG) di Indonesia Game Show, pada tanggal 12 November 2017

lalu. Stan ini tidak hanya menjual beberapa merchandise terbaru dari
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game MMORPG paling populer saat ini di dunia termasuk tentunya
versi ekspansi, tapi pihak penyelenggara stan juga memberikan
kesempatan pengunjung untuk beradu strategi dan kemahiran bermain
PUBG. Penyebab lainnya adalah pemain game Indonesia lebih
menyukai game online yang bersifat grinding yaitu menaikkan level
dengan cara membunuh musuh yang sama secara terus menerus,
sampai naik level hingga level tertinggi. Pemain game dibuat tertantang
oleh game PUBG ini (Muchtar LE.S, 2019:40).

Game PUBG memiliki daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki
oleh game lain pada umumnya. Dari beragam senjata dan kendaraan
yang tersedia di dunianya yang lebih utama. Kemudian adalah fitur atau
sasaran tembak PUBG, grafis, kostum, wilayah, efek animasi, dan game
play. Beberapa hal inilah yang kemudian menarik perhatian gamers
untuk memainkan game ini hingga kemudian daya tarik tersebut
membuat pemain game ini betah dan rentan akan kecanduan bahkan
ada sebagian gamer yang mengoleksi senjata tiruan yang terdapat dalam
permainan PUBG ini. Tidak hanya senjata saja namun beberapa barang
lain juga ikut dikoleksi oleh para gamers PUBG ini. Misalnya kostum
seperti baju, topeng, topi berlabel PUBG serta berbagai item lainnya
yang kemudian akan dibawa saat akan bermain PUBG atau
mempromosikannya pada saat di adakannya tournamen di suatu
tempat. Selain itu tentunya segala barang tersebut tidak hanya dibeli
sendiri namun juga mendapatkannya dari hadiah memenangkan sebuah
tournamen yang kerap kali dilakukan oleh pecinta games (Bunaiya,
2019: 183-184).

Game PUBG menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh kalangan
milenial. Pola konsumtif yang dilakukan secara berkelanjutan kemudian
bisa bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup. Ada kesan

ketinggalan zaman bagi mereka yang tidak mengetahui permainan jenis
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ini. Walaupun tidak terlibat dan ikut bermain, minimal pengetahuan
tentang game itu harus dimiliki oleh kaum milenial jika tidak ingin
dilebel “kurang update” atau gaptek “gagal teknologi” oleh teman
sejawatnya (Bunaiya, 2019: 181). Kemajuan teknologi dan kemakmuran
yang meningkat serta mobilitas sosial telah memungkinkan seluruh
sektor masyarakat untuk membeli gaya hidup sesuai dengan stel

seleranya masing- masing (Walker, Jhon A., 2010: 185).

. Dampak Game PUBG Terhadap Perkembangan Spiritualitas Generasi
Millenial, Khususnya Dikaitkan dengan Fatwa MPU Aceh dan
Wacana MUI Pusat

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa game PUBG telah
menjadi perhatian dari berbagai kalangan termasuk organisasi Islam
yaitu MUI Pusat dan daerah, khususnya MPU Aceh. Hal tersebut
dikarenakan game online tersebut membawa berbagai dampak
khususnya dampak negatif terhadap perkembangan spiritualitas

generasi millenial.

MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa terkait hukum dan
dampak game online termasuk game PUBG berdasarkan fikih Islam,
informasi teknologi, dan psikologi. Setelah melalui kajian komprehensif,
MPU Aceh akhirnya menetapkan bahwa hukum bermain game PUBG
dan sejenisnya adalah haram. Hal tersebut sebagaimana tercantum di
dalam Fatwa Majelis Permusyawatan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019
tentang Hukum Game PUBG dan sejenisnya menurut figh Islam (MPU
Aceh, 2019).
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Tabel 1

Gambar 2
Fatwa Haram

Fatwa yang Dihasilkan dalam Sidang MPU Aceh

No. Penli]c;la(l('):a(san Alasan/Dalil Keterangan
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Dalam kaitan ini, baik MPU Aceh maupun MUI Pusat pada
hakikatnya sama-sama melihat kepada aspek maslahah atau
mafsadatnya ketika fatwa tersebut ditetapkan dan dikeluarkan. Fatwa
begitu penting dalam merincikan prinsip-prinsip ajaran Islam yang
dapat dipahami dan dicerna oleh masyarakatnya. Fatwa atau ketetapan
ulama dipandang menjadi salah satu alternatif yang dapat memecahkan
kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang
dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (al-
nusus alsyari'iyah) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan
dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercangkup
dalam nas-nas keagamaan. Nas-nas keagamaan telah berhenti secara
kuantitasnya, akan tetapi diametral permasalahan dan kasus semakin
berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Maka pada
kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar
untuk memecahkan permasalahan dan peristiwa yang berkembang saat

ini, termasuk game PUBG.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa fatwa dalam hukum
Islam dan hukum positif Indonesia memiliki kedudukan yang penting
yaitu sebagai pendapat hukum (legal opinion), walaupun tidak mengikat
secara hukum. Apabila dilihat dari hierarki peraturan perundang-
undangan Indonesia sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis
peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Menurut Ainun Najib, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan
Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur
ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam
yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan
masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam

masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau
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merepresentasikan negara (Ainun Najib: 5).

Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai
kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, tidak mempunyai
sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai
sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur
ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas
umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri
(Lihat Sovia Hasanah, Hukumonline). Hal tersebut juga dikemukakan
oleh Mahfud MD bahwa dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa MUI
tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum.
Apabila dilihat dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru
bisa mengikat apabila telah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga
yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan
daerah sehingga menjadi hukum positif. Oleh sebab itu, pelaksanaan
fatwa tersebut oleh umat Islam merupakan kesadaran beragama secara
pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum (Lihat Sovia Hasanah dalam

Hukumonline).

Adanya fatwa MPU Aceh dan wacana yang serupa dari MUI
mengenai game PUBG berdasarkan berbagai dampak negatif dari game
PUBG seperti yang di atas tentunya didasarkan juga pada beberapa
pendapat dan kajian yang telah dilakukan oleh pihak lainnya.

Menurut Psikolog Universitas Pancasila (UP) Aully Grashinta
menyatakan bahwa game PUBG memiliki dampak negatif bagi kesehatan
dan kejiwaan. Beberapa hal tersebut yaitu sebagai berikut (Lihat R Ratna

Purnama (Psikolog) dalam Metronews) :

1. PUBG mengandung unsur kekerasan yang sangat tinggi karena
pemain dituntut untuk lebih banyak mengalahkan lawan dengan cara
membunuh dengan cara menembak, melempar pisau, mengebom
dan sebagainya. Meskipun membutuhkan strategi, tujuan dari
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strategi itu hanya satu yaitu menghabisi sebanyak mungkin lawan
agar bisa menang. Apabila hal tersebut dilakukan terus menerus,
sepanjang hari, sangat mungkin akan mempengaruhi cara berpikir

pemainnya.

. Anak-anak atau remaja memiliki emosi dan pribadi yang masih labil.
Stimulus kekerasan yang terus menerus akan sangat mempengaruhi
kehidupan ‘nyata’ mereka. Tayangan ataupun informasi yang mereka
'konsumsi' bisa berpengaruh pada pola sehari-hari. Mereka masih
seringkali kesulitan memberi jarak antara realitas dan permainan,
sehingga games membuat anak seringkali menyamakan perilaku di

games dan di realita.

. PUBG online membuat anak terokupansi pada permainan sehingg
tidak ingin melakukan kegiatan lain seperti bermain, bersosialisi
dengan anak lain, bahkan belajar. Dampaknya jelas, prestasi sekolah
bisa menurun. Anak yang candu game online menjadi pribadi yang
kurang suka bersosial karena asyik dengan permainan tersebut. Dia
menjadi penyendiri karena tidak suka bergaul secara langsung, malah
tidak suka diajak pergi kemana-mana karena fokus hanya pada

penyelesaian games.

. Faktor kesehatan. Penggunaan gadget yang berlebihan menyebabkan
kerusakan pada mata, kelelahan pada tangan dan anggota tubuh lain,
bahkan obesitas karena kurang gerak. Kelelahan terus menerus
(fatique) akibat fokus game online serta obesitas, dapat menyebabkan
penyakit lain yang berujung ke kematian. Meskipun tidak berdampak
langsung, tetapi akibat yang ditimbulkan ini bisa berujung pada
kematian. Dampaknya memang tidak langsung berpengaruh pada
otak seperti narkoba, hanya secara kesehatan mental akan terganggu
Kkhususnya kepribadian dan mood. Kecanduan game online termasuk
dalam daftar penyakit kesehatan mental (DSM V). Akibat candu
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game online bisa menimbulkan potensi agresif yang tinggi karena
otak terus menerus menerima rangsangan agresif, impulsivitas
(dorongan) menjadi lebih tinggi dan kesulitan dalam pengendalian
diri sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan tertentu tanpa
memikirkan akibatnya lebih jauh.

Gambar 3
Dampak Negatif Game PUBG

Menurut hasil penelitian Sosial Humaniora Dana Hibah
Kementerian Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi sebagaimana
dikutip oleh Tgk. H. Muslim Ibrahim dalam penelitian “ Pengaruh Game
Online Terhadap Tingkat Kekerasan Oleh Anak-anak dan Remaja di Kota
Makassar (Studi Kasus Tingkat Agresifitas Anak-anak dan Remaja di
Kecamatan Tallo). Penelitian ini dilaksanakan tahun 2017. Data yang
diperoleh adalah tidak ada pengaruh secara langsung dari jenis-jenis
game online terhadap agresifitas oleh anak-anak dan remaja. Akan tetapi
game online tersebut, khusus yang bertemakan “kekerasan”
berpengaruh sesuai dengan “tingkat intensitas yang dimainkan”,
sehingga anak-anak dan remaja meniru apa yang mereka lihat ketika
bermain game online tersebut. Dengan ini, menurut Muslim Ibrahim

ditemukan adanya indikasi yang menjurus kepada “kekerasan” remaja
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yang mendorong prilaku agresifitas.

Sebelum fatwa Majelis Permusyawatan Ulama Aceh dihasilkan,
tentu pihak Majelis telah mendatangkan “para ahli” dari berbagai unsur,
baik bidang IT, Pendidikan, Psikologi bahkan dari unsur Majelis
Permusyawatan Ulama Aceh sendiri yang nota bene para pakar Hukum
Islam. Sebagaimana diakui oleh para ahli, memang ada dampak positif
dari game. Misalnya pada daya serap anak dan remaja. Secara umum sisi
positifnya dapat dirunut pada hal-hal sebagai berikut:

1. Melatih seorang anak dan remaja untuk berbahasa Inggris secara
cepat.

2. Melatih logika berfikir aktif dan logis yang secara sederhana
mengasah daya otak yang ada.

3. Mengenal tehnologi secara mudah yang dapat diakses melalui
konten-konten yang disediakan.

4. Melatih kemampuan membaca dari berbagai situsnya

5. Melatih kerjasama dengan sesama anggota group atau lainnya sesuai
dengan jalur yang dimaui oleh anak-anak dan remaja.

6. Mensimulasikan daya nalar otak yang tercermin dalam logika
berfikir.

7. Mengembangkan imajinasi logis dan aktif.

8. Menghubungkan interaksi, baik sesama maupun dengan keluarga

dalam bermain.

Meskipun diakui ada dampak positif seperti di atas, namun
banyak sekali sisi negatifnya bagi para generasi saat ini. Teuku Farhan
(Sekretariat MPU Aceh, 2019) mengatakan bahwa dampak negatifnya dari
game PUBG ini dapat dilihat pada sisi:

1. Menimbulkan adiksi
2. Mubazir dari segi waktu
3. Pemborosan harta

4. Pengaruh pada kegiatan akademik
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5. Contoh buruk bagi perkembangan anak-anak
6. Islamophobia.

Selanjutnya ia juga menyorot tentang sisi psikologi yang
dampaknya begitu meluas dan cepat akibat game PUBG tersebut. Pada
aspek psikologi misalnya menjadi ancaman kecanduan akibat
ketidakmampuan anak-anak dan remaja dalam mengatur “emosi”.
Disinyalir bahwa individu merasa sering sedih, malu, takut keluar
rumah, berada dalam situasi konflik keluarga dan memilik self-es teem
yang rendah. Hal ini juga mempengaruhi teman-teman dekat. Pencandu
game ini juga sangat kesulitan membedakan antara permainan atau
fantasi dan realita (Sekretariat MPU Aceh, 2019). Apabila dilihat dari segi
sosial juga banyak dijumpai negatifnya, bahwa hubungan retak dalam
keluarga menjadi hal yang tak terelakkan. Keterampilan sosial dalam
beradaptasi sering menjadi pemicu para gamer. Perilaku ini, tentu
menjadi persoalan bagi para generasi. Demikian juga aspek kesehatan
yang memberi pengaruh yang menonjol ketika gamer tersebut
kecanduan dengan gamenya. Salah satunya adalah sulitnya konsentrasi

dalam setiap aktifitasnya.

Pada dasarnya game online diciptakan untuk mengusir rasa penat
dan kebosanan setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Namun dengan
intensitas yang tinggi justru membuat orang ketagihan. Rasa ketagihan
yang membuat orang cenderung meluangkan skala waktu untuk
mengakses game online lebih banyak. Kecanduan game merupakan salah
satu jenis kecanduan yang ditimbulkan karena kehadiran teknologi
internet (Young, 2009: 355-372). Menurut pakar adiksi Rumah Sakit
Cipto Mangunkusumo (RSCM), Dr Kristiana Siste Kurniasanti, jumlah
pecandu game online di Indonesia diduga lebih tinggi dari pada negara-
negara maju di Asia (Lihat okezone.com, 2019). RSCM dari 2018 sudah

membuka klinik khusus untuk adiksi perilaku, dan sampai saat ini
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sudah banyak merawat puluhan pasien yang umumnya mengalami
kendala atau disfungsi serius yang disebabkan kecanduan dalam
bermain game online. Bahkan beberapa pasien sudah mendapatkan
teguran dari pihak sekolah, kampus, dan juga tempat kerja. Sikap
ketagihan membuat para gamer cenderung melupakan pelajarannya,
lalai dan tidak fokus dalam bekerja sehingga prestasi dan kualitas diri
mereka terus menurun (Ahmad Khairul N., 2020: 22).

Terkait dengan kekerasan yang dimaksudkan dalam game PUBG
tersebut merujuk pada kriteria kekerasan dalam peraturan yang
dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia  (KPI) Nomor
02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Pelarangan
adegan kekerasan dengan menampilkan adegan kekerasan secara
detail seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan,
penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara
kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan atau bunuh diri
(Ahmad Khairul N., 2020: 22). Seharusnya peraturan ini tidak hanya
berlaku bagi lembaga penyiaran yang berupa televisi. Tetapi juga segala
bentuk penyiaran yang dapat diakses banyak orang atau disaksikan oleh
masyarakat umum, tanpa adanya saringan atau pembatasan usia.
Itulah sebabnya dalam permainan elektronik juga diberlakukan adanya

klasifikasi usia.

Klasifikasi usia untuk permainan interaktif elektronik tertuang
dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun
2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik. Pada Pasal 4
disebutkan bahwa:

1. Permainan interaktif elektronik diklasifikasikan berdasarkan
kategori konten dan kelompok usia.

2. Kategori konten sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri atas:
a. rokok, minuman keras, dan narkotika, psikotropika dan zat

adiktif lainnya;
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b. kekerasan;

c.darah, mutilasi, dan kanibalisme;
d. penggunaan bahasa;

e. penampilan tokoh;

f.seksual;

g. penyimpangan seksual;

h. simulasi judi;

i.horor dan

j. interaksi daring.

3. Kelompok usia pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1
terdiri atas: kelompok usia 3 tahun atau lebih; kelompok usia 7
tahun atau lebih; kelompok usia 13 tahun atau lebih; kelompok usia
18 tahun atau lebih; dan kelompok semua usia.

Kemudian Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa:
Permainan Interaktif elektronik yang diklasifikasikan ke
dalam kelompok usia 7 tahun atau lebih harus memenuhi kriteria:

a. tidak memperlihatkan tulisan atau gambar yang berhubungan
dengan rokok, minuman keras, dan narkotika, psikotropika dan
zat adiktif lainnya;

b. tidak menampilkan kekerasan;

c. tidak menampilkan mutilasi, kanibalisme, dan unsur darah yang
ditampilkan tidak menyerupai warna darah asli;

d. tidak menggunakan bahasa kasar, umpatan, dan atau
humor dewasa;

e. tidak menampilkan ~ tokoh menyerupai manusia yang
memperlihatkan alat vital, payudara dan atau bokong;

f.tidak menampilkan adegan dengan tujuan menimbulkan hasrat
seksual;

g. tidak menampilkan penyimpangan seksual;

h. tidak mengandung simulasi judi;

i.tidak mengandung horor yang berusaha menimbulkan perasaan
ngeri dan atau takut yang amat sangat; dan/atau

j-tidak memiliki fasilitas interaksi dalam jaringan berupa
percakapan dan pertukaran data pribadi.
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Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa
permainan PUBG untuk kelompok usia 7 tahun dan kelompok usia
13 tahun tidak diperbolehkan. Namun karena kepopulerannya,
konsumen dari game PUBG ini juga saat banyak ditemukan dari
kalangan anak-anak. Mereka menyaksikan bahkan ikut memainkan
permainan yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan dan
sangat tidak baik jika dikonsumsi secara terus menerus oleh kalangan
anak-anak atau millenial lainnya.

Dalam sebuah tulisan Bonnie B. Philipis mengatakan bahwa
Kekerasan yang hadir dalam video game memang tidak membunuh
manusia. Namun kekerasan tersebut bisa saja berkorelasi dengan
dunia nyata (Bonnie B. Phllips, 2003: 301).

Kepopuleran game PUBG semakin terekspose setelah tragedi
teror di Christchurch, Selandia Baru. Banyak pihak yang
menyebutkan jika aksi teror tersebut terinspirasi dari game online
PUBG. Karena aksi yang dilakukan oleh pelaku teror sangat mirip
dengan permainan PUBG tersebut. Ketua MUI Jabar mengatakan
bahwa pihaknya akan mengedukasi masyarakat untuk tidak
berperan dalam aksi teror, salah satu diantaranya dengan
mempertimbangkan mengeluarkan fatwa haram untuk game online
PUBG. Namun masih banyak diperlukan kajian-kajian dari berbagai
aspek dalam mengeluarkan fatwa haram tersebut (Aldi Sutrisno,
2020: 1-2).

Pada September 2019 peristiwa serupa juga terjadi di Belagavi,
Karnataka, India. Dimana seorang pria berusia 25 tahun, Raghuveer
Kumbar, tega membunuh ayah kandungnya sendiri karena kesal
diminta berhenti bermain game PUBG. Mereka bertengkar setelah
beradu argumen soal kecanduan PUBG yang diderita oleh pelaku
sehingga menyebabkannya lupa waktu. Pertengkaran pun berujung

pada pembunuhan. Menurut kepolisian Karnataka, usai membunuh
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ayahnya itu Raghuveer memutilasi ayahnya dengan memenggal
kepala dan memotong tangannya (Lihat inews.id.com). Berdasarkan
kasus-kasus tersebut terlihat bahwa ketika seseorang bemain game
PUBG dengan durasi waktu yang lamaakan berdampak pada
munculnya agresivitas terutama kekerasan terhadap orang lain (Reza
Toefanda, 2020: 121).

Seorang Psikolog, memaparkan dampak permainan game
PUBG terhadap perkembangan psikologis anak dan remaja. Beberapa
dampaknya yaitu kecanduan. Bermain game dijadikan sebagai salah
satu masalah kesehatan di dunia oleh WHO, dan memasukkannya
sebagai salah satu kategori penyakit paling umum yang terjadi di
dunia.

"Gangguan permainan ini juga didefinisikan sebagai perilaku
yang tidak terkontrol, dimana seorang pemain tidak dapat berhenti
bermain game. Meskipun itu berdampak negatif terhadap
kehidupan dan kesehatan mereka, Dampak yang ditimbulkan
adalah meningkatnya agresifitas pada anak, karena permainan
game ini mengandung kekerasan pada level tinggi. Selanjutnya
dapat merubah pola pikir, sikap dan perilaku. Hal itu sangat
mungkin terjadi karena kondisi emosi dan kepribadian anak dan
rem